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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang
berwenang untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah secaralitigasi. Hal ini juga didukung dengan
diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Namun demikian, terdapat ketidakpastian hukum mengenai kewenangan penyelesaian perkara kepailitan
yang timbul dari kegiatan ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan produk
hukum Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, menyatakan bahwa kewenangan
untuk menjatuhkan putusan pailit/<i>taflis</i>, sebagai kewenangan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah
dalam lingkungan Peradilan Agama. Sedangkan kepailitan itu sendiri sejatinya secara tegas dinyatakan
sebagai kewenangan Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum dalam Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 tentang K epailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Buku |1 Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Sehingganya, perkara-perkara kepailitan yang timbul dari
kegiatan ekonomi syariah, sampai saat ini diadili di Pengadilan Niaga. Adapun pengaturan kepailitan yang
digunakan untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Niaga, hingga saat ini tidak memperhatikan prinsip-
prinsip syariah yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dengan demikian, sangatlah
diperlukan pengaturan kepailitan ekonomi syariah yang secara tegas mengatur tata cara penyelesaian
perkaraini sesuai dengan prinsip syariah serta pengadilan yang berwenang menyelesaikannya.

...... Law of The Republic of Indonesia Number 3 of 2006 on Amendment to Law Number 7 of 1989 on
Religious Courts, states the religious court as the only judiciary institution with exclusive jurisdiction to
litigate sharia economic based cases. This provision also supported by Regulation of The Supreme Court
Number 14 of 2016 on sharia economic cases settlement procedures and Circular Letter of The Supreme
Court Number 2 of 2019 on Enactment of 2019 Supreme Court Chamber Plenary Meeting Results as The
Guidelines for Court Duties Implementation. However, there is some uncertainty regarding competence or
jurisdiction over bankruptcy cases that stemmed from sharia economic activities. The Sharia Economic Law
Compilation which is a product of the Supreme Court Regulation, stipulates that the Religious Courts has
the authority to issue sharia economic based bankruptcy judgement/<em>Taflis</em>. On the other hand,
Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment
Obligations and Book Il of Implementation of Court Duties and Administration Guidelines, explicitly states
that bankruptcy itself isapart of commercial court jurisdiction. Thus, bankruptcy cases that stemmed from
sharia economic activities are being settled in commercial court. For that matter, the set of laws that are
implemented in commercial court to settle those kinds of bankruptcy cases, are not specifically sharia
compliant. Therefore, it is urgent that a sharia compliant law which specifically provides the procedures on
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these kinds of bankruptcy cases be enacted.



